
 
BUPATI SUMEDANG 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN BUPATI SUMEDANG 
 

NOMOR 21 TAHUN 2016   
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2016 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SUMEDANG, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat 
Nomor 37 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 115 Tahun 2015 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Kabupaten 
Sumedang mendapat Bantuan Keuangan dari Provinsi 
Jawa Barat untuk kebutuhan tanggap darurat bencana 

alam; 

  b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2016  sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 
2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu 
melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2016; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 

 

 

 

SALINAN 



Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan  Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 

31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723);   

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             
Nomor 5495); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

 



9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan  Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                  

Nomor 4829); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5165); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia               
Nomor 5533); 

 

 

 

 



18. Peraturan  Presiden  Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655); 

19. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 153); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali,  terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 768); 

24. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman 
Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan 
Darurat Bencana; 



25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 115 Tahun 2015 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi 

Jawa Barat Tahun 2015 Seri A) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa 

Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga 
attas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 115 Tahun 

2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Berita Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Seri A); 

26. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 

Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2); 

27. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang 
Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sumedang Tahun 2008 Nomor 13); 

28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 
Nomor 13); 

29. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Dana Bagi 
Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan 
Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sumedang Tahun 2010 Nomor 9); 

30. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Sumedang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1); 

31. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang 

Tahun 2014 Nomor 9); 

32. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur 

Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten 
Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang 
Tahun 2014 Nomor 18); 

33. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang 
Penghapusan dan Penggabungan Desa Yang Terkena 

Dampak Waduk Jatigede (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumedang Tahun 2015 Nomor 11); 

 



34. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 

Nomor 1); 

35. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2015 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 
2016 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 

Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2015 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 
2016 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 

Nomor 17); 

36. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten 
Sumedang Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Berita Daerah 

Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 18); 

  MEMUTUSKAN: 
   

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS 
PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016. 

   
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 

(Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 1) yang telah beberapa 
kali  diubah dengan Peraturan Bupati: 

a. Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 
Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 

Nomor 7); 
b. Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 

2016 Nomor 7); 
c. Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 
2016 Nomor 7); 

diubah sebagai berikut: 
 

 
 



1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 1 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yaitu 
sebagai berikut: 

 
1.

a. Rp. 327.453.296.421,18         

b. Rp. 1.763.127.825.317,00      

c. Rp. 406.435.569.857,50         

Rp.       2.497.016.691.595,68 

2.

a.

1) belanja pegawai Rp. 1.333.405.464.771,91      

2) belanja bunga Rp. 0,00

3) belanja subsidi Rp. 0,00

4) belanja hibah Rp. 20.299.600.000,00           

5) Rp. 1.429.950.000,00             

6)

Rp. 5.625.080.000,00             

7)

Rp. 296.886.171.167,00         

8) Rp. 1.500.000.000,00             

Rp. 1.659.146.265.938,91      

b.

1) belanja pegawai Rp. 68.066.698.836,00           

2) Rp. 404.135.131.661,55         

3) Rp. 501.791.473.019,70         

Rp. 973.993.303.517,25         

Rp. 2.633.139.569.456,16      

Rp. (136.122.877.860,48)        

3.

a. Rp. 142.622.877.860,48         

b. Rp. 6.500.000.000,00             

Rp. 136.122.877.860,48         

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN Rp. (0,00)                                

JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO SETELAH 

pengeluaran

belanja tidak terduga

belanja modal

penerimaan

Jumlah Pendapatan

Jumlah Belanja Tidak Langsung

Pembiayaan

Jumlah Belanja langsung

Jumlah Belanja

SURPLUS/(DEFISIT)

dana perimbangan

lain-lain pendapatan yang sah

Belanja Tidak langsung

belanja barang dan jasa

Belanja Langsung

Pendapatan

Belanja

pendapatan asli daerah

belanja bantuan sosial

belanja bagi hasil kepada 

propinsi/kabupaten/kota dan 

pemerintah desa 

belanja bantuan keuangan kepada 

propinsi/kabupaten /kota dan 

pemerintah desa dan partai politik

 

 
2. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga keseluruhannya sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 
 

3. Ketentuan Lampiran II diubah sebagian, dengan perubahan sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

 
 
 

 
 

 
 



Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

   

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang. 
 
 

Ditetapkan di Sumedang 
pada tanggal 28 September 2016  

 Mei 2013                   
BUPATI SUMEDANG, 

 

ttd 
 

 
EKA SETIAWAN 

 
Diundangkan di Sumedang 
pada tanggal 28 September 2016                                   

 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SUMEDANG, 

ttd 
ttd 

 
 

ZAENAL ALIMIN 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2016 NOMOR 21 2137  

 
Salinan Sesuai dengan Aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 

ttd 

 
UJANG SUTISNA, S.H. 

NIP. 19730906 199303 1 001 
 


